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ABSTRAK 
ADITYA PRAYUDI FAUZAN (B 111 07 651) TINJAUAN YURIDIS 
KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 
PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN KOLAKA, Di bimbing Oleh  Prof. Dr. 
Muhadar, S.H., M.S. dan Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di 
wilayah hukum polres Kolaka. dan upaya yang  dilakukan untuk 
menanggulangi  tindak  pidana Penyalahgunaan  psikotropika di wilayah 
hukum Polres kolaka. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: 1.) Penerapan 
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika di Kabupaten 
kolaka adalah: a. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
psikotropika di Kolaka rnenggunakan UU No. 5 Tahun 1997; b).para 
penegak hukum, Polisi, Jaksa, Utamanya Hakim tetap memiliki 
pertimbangan-pertimbangan mengenai hukuman yang akan dikenakan 
terhadap pelaku tindak pidana psikotropika  2.Adapun pencapaian tujuan 
pemidanaan dalam tindak pidana psikotropika adalah sebagai berikut 
a).Tujuan pemidanaan pada aspek perlinclungan masyarakat yaitu 
membuat jera semua masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan belum 
tercapai karena pemidanaan belum membuat berkuraghya tindak pidana 
psikotropika. Hal ini terlihat dari tetap tedadinya peningkata kasus tindak 
pidana psikotropika dari tahun 2006 sampai tahun 2009. b).Tujuan 
pemidanaan pada aspek perbaikan pelaku antara lain melakukan 
rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan belum 
sepenuhnya tercapai.  
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A. Latar Belakang Masalah 
                Sejalan dengan kemampuan budaya informasi dan teknologi, 
perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru 
semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku yang tidak sesuai 
dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (Hukum) yang 
berlaku, tidak menjadi masalah. Namun terhadap perilaku yang tidak 
sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di 
bidang hukum, dan merugikan dirinya sendiri serta masyarakat pada 
umumnya. 
Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang ternyata 
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 
manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat 
dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu 
kejahatan. 
Kejahatan dalam kehidupan manusia, merupakan gejala sosial 
yang akan di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan Negara, 
kenyataan telah membuktikan bahwa  hanya dapat dicegahdan dikurangi 
tetapi sulit diberantas secara tuntas. 
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Dalam era globalsasi saat ini dan dengan semakin tingginya kemampuan 
manusia yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi maka bukan hanya ddapat menimbulkan dampak positif tetapi 
juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin 
canggihnya  dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas 
maupun segi kualitas yang juga semakin menglobal. 
Korelasinya dalam usaha untuk menekan penyebaran dan 
perkembangan kejahatan tersebut diatas, berbagai tindakan 
penanggulangan kejahatan secara prevenif dan represif telah dilakukan 
baik oleh aparat penegak hukum, lingkungan pendidikan, maupun 
masyarakat itu sendiri, namun kenyataannya masih sering terdengar dan 
terlihat, baik melalui media massa elektronik maupun yang telah di ekspos 
oleh berbagai media cetak tenang perisiwa kejahatan tersebut. Serta tidak 
menutup kemungkinan kita dapat melihat dan menaksikan sendiri di 
depan mata. 
Peristiwa kejahaan tersebut di Indonesia pelaku dan korbannya 
bukan hanya ditujukan kepada masyarakat umum saja tetapi juga rawan 
terjadi pada komunitas yang dianggap terpelajar dan terdidik termasuk 
didalamnya kalangan siswa maupun mahasiswa. 
Mahasiswa sebagai pelajar yang di anggap tinggi tingkat 
pendidikannya juga tidak luput  dari hal-hal negatif tersebut  , dimana   
mahasiswa yang juga merupakan manusia yang tudak berdaya 
menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi sehingga turut pula 
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terkontaminasi secara negatif.  Nilai-nilai keausilaan dan kepatutan 
mengenai baik tidaknya suatu hal yang turut pula dilanggar tanapa bisa 
memilih hal-hal mana yang seharusnya dijaga keberadaannya dan hal 
mana yang harus di hindari agar tidak terkontaminasi  terhadap 
perkembangan nilai-nilai sosial yang negatif sehingga dapat 
mencerminkan nilai-nilai positif mahasiswa sebagai pelajar yang terdidik. 
Kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika juga 
turut memperpanjang masalah-masalah sosial, yang tidak sedikit terjerat 
kedalam lembah hitam tersebut  bahkan sudah memasuki tahap yang 
memprihatinkan, dimana setiap harinya kasus penggunaan obat-obatan 
terlarang yang melibatkan mahasiswa baik selaku pelaku dan sebagai 
korban sering kita dapat dan kita saksikan  di berbagai media massa, baik 
dimajalah, Koran, maupun liputan-liputan stasiun televisi swasta yang kini 
marak menyajikan berita-berita seputar dunia  kriminal. 
Banyaknya kasus penggunaan Psikotropika ini yang melibatkan 
mahasiswa sebagai pelaku juga  sebagai korban , yang terjadi tidak hanya 
sebatas dilingkungan kampus,tetapi juga terjadi dilingkungan rumah 
(tetangga) , tempat-tempat yang memungkinkan seseorang dapat berbuat 
amoral (Hotel dan diskotik) tetapi dapat pula terjadi dalam lingkungan 
yang dianggap aman, misalnya di keluarga. 
Kasus penggunaan psikotropika  adalah merupakan bagian dari 
delik yang diatur dalam KUHP  dan Undang-Undang Nomor  05  Tahun  
1997  tentang Psikotropika ,kasus ini merupakan masalah sosial yang 
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perlu penanggulangan secara perventif dan represif.Namun harus disadari 
bahwa kasus penanggulangan Psikotropika tidak mungkin dapat 
diberantasi dalm waktu singkat, khususnya pada masa sekarang  ini.  
Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dapat dengan 
menfungsikan Instrumen hukum (Pidana)  secara efektif melalui 
penegakkan hukum  (law  enforcemen). Melalui instrument hukum 
diupayakan perilaku yang melanggar hukum di tanggulangi  secara 
preventif maupun represif. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif  
seperti keadaan ekonomi, juga kultur dalam masyarakat  untuk 
mengurangi   dan selanjutnya menekan kasus psikotropika merupakan 
suatu tindakan yang preventif.  Sedangkan mengajukan ke depan  sidang 
pengadilan yang selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat 
yang terbukti melakukan  perbuatan pidana merupakan tindakan yang 
represif. 
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pememberian 
sanksi hukum yang pasti tetapi yang paling penting adalah  bertujuan 
untuk memberikan efek  jera kepada yang bersangkutan .baik sebagai 
pelaku maupun sebagai korban.tetapi yang tidak kalah penting adalah  
pemberian dan pengayoman kepada  masyarakat dan terpidana sendiri 
agar  bisa menjadi masyarakat dan warga negara yang baik. 
Tetapi sangat di sayangkan ,tindakan represif tersebut tidak 
mengurangi perkembangan kasus psikotropika yang melibatkan berbagai 
kalangan . Tetapi kasus tersebut justru semakin meningkat seiring 
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perkembangan zaman. Oleh karena itu penggunaan kajian dalam karya 
tulis ini bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir dalam usaha 
penanggulangan kejahatan secara represif utamanya dalam kasus 
penggunaan psikotropika di kabupaten Kolaka. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis  tertarik meneliti 
judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA  DI  KABUPATEN KOLAKA ” 
 
B. Rumusan  Masalah 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum  Polres Kolaka ? 
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di 
wilayah hukum  Polres Kolaka ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
            Penelitian  mengenai  tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Kolaka bertujuan  : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum polres Kolaka. 
2. Untuk mengetahui upaya yang  dilakukan untuk menanggulangi  




D. Kegunaan  Penelitian  
Setelah tujuan penelitian ini tercapai,maka kegunaan yang akan 
dihasilkan  adalah sebagai berikut  : 
1. Diharapkan hasil penelitian  ini dapat memberikan konstribusi bagi    
penembangan ilmu hukum pidana  di Indonesia khususnya untuk 
mengurangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika utamanya 
di kabupaten kolaka. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 
informasi dan referensi   bagi siapa saja yang membutukan.       
 
















A. Pengertian Kriminologi 
Sebelum membicarakan jenis-jenis pidana yang dikenal orang 
dalam kriminologi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa 
yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan kriminologi itu sendiri. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berari ilmu tentang kejahatan. 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut :  
Edwin H. Sutherland :  
Criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and 
crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial) 
 
W.A. Bonger :  
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan meyelidiki 
gejala kejahatan seluas-seluasnya. 
 
WME. Noach :  
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya. 
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J. Constant :  
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 
faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan 
dan penjahat 
 
Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal poko yakni, yakni : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
Yang dibahas dalam pembuatan hukum pidana (process of making 
laws) adalah : 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
Yang dibahas dalam etilogi kriminal (breaking laws) adalah:  
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
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Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking Laws) antara 
lain: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.  
 
B. Psikotropika dan Tindak Pidana Psikotropika 
 
1. Pengertian Psikotropika 
Psikotropika (Menurut undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang 
Psikotropika) yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, 
baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika 
dibedakan dalam golongan-golongan sebagai berikut :  
 Psikotropika golongan I : psikotropika yang hanya dapat digunakan 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan 
sindroma ketergantungan ( contoh : ekstasi,shabu,LDS). 
 Psikotropika golongan II :  psikotropika yang berkhasiat pengobatan 
dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau tujuan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan 
sindroma ketergantungan ( contoh anfetamin, metilfenidat atau 
ritalin). 
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 Psikotropika golongan III : psikotropika yang berkhasiat 
pengobatandan banyak yang digunakan dalam terapi, dan/atau 
untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang 
mengakibatkan sindroma ketergantungan ( contoh : pentobarbital, 
flunitrazepam ). 
 Psikotropika golongan IV : psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau 
untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan sindrom ketergantungan ( contoh : diazepam, 
bromazepam, fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, 
nitrazepam seperti pil koplo, rohip, dum, MG ). 
Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi 
fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman, dimana halusinasi dan imajinasi 
semu merupakan efek yang timbul dari pengunaan psikotropika tersebut, 
sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang 
ilmu farmakologi yaitu psikofarmakologi berkembang dengan pesat sejak 
dikemukakannya alkaloid rauwolfia dan chlopmazin yang ternyata efektif 
untuk mengobati kelainan psikiatrik. Sedang istilah psikotropik mulai 
banyak digunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan oleh Convention 
On Psicotropic substance oleh General Assembely (PBB) yang 
menempatkan zat-zat tersebut dibawah control internasional. 
Menurut Sadjono O Santoso dan Metta Sinta Sari Wiria (Hari 
Sasangka, 2003 : 63) bahwa psikotropika adalah : “ Obat psikotropika 
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adalah obat yang berkerja pada susunan saraf pusat (S.S.P) yang 
memperlihatkan efek yang sangat luas “  
Selanjutnya menurut Tan Hoan Tjay dan Kirana Raharja (Hari 
Sasangka 2003 : 64) bahwa : 
Ditinjau dari farmakologi, psikofarmaka adalah obat-obatan yang 
berkhasiat terhadap susunan syarat saraf (SSP) dengan 
mempengaruhi fungsi-fungsi psikhis (rokhaniah) dan proses-proses 
mental. 
 
Sehingga jika melihat cara kerja obat yang mempengaruhi SSP, 
sebenarnya banyak obat-obat yang digolongkan bekerja pada SSP. Garis 
besarnya obat-obat yang bekerja dalam SSP dapat dibagi atas dua 
golongan berdasarkan efek parmakodinamiknya. Yakni, stimulasinya yaitu 
merangsang SSP secara langsung maupun tidak langsung, tergantung 
jenis obat dan dosisnya, kemudian Defresiva yaitu menghambat atau 
memblokir proses tertentu dalam SSP, reaksi berkisar antara efek yang 
lemah sampai hilangnya sadar. (Hari Sasangka 2003 : 6465). 
 
2. Pengertian Tindak Pidana Psikotropika. 
Tindak pidana psikotropika ini, bila di telaah lebih rinci akan 
ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan, yakni :  
a. Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan 
dalam dua bagian, Bagian pertama, bersifat individual, misalnya 
para pengguna psikotropika tanpa izin, dan yang kedua, para 
pengedar yang ilegal melakukan peredaran psikotropika tidak 
sesuai dengan izin yang telah diberikan pejabat yang berwenang. 
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b. Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik dalam 
bentuk obat apapun dalam bentuk lainnya. 
c. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna psikotropika secara 
individual dan bersifat ilegal pada umunya adalah meliputi tindakan 
berupa manggunakan, memiliki, menyimpan dan membawa 
psikotropika selain yang ditentukan sesuai kepentingannya 
d. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat 
ilegal, dapat digolongkan dalam tiga hal yakni : 
1) Memproduksi, melakukan pengangkutan psikotropika tanpa 
label 
2) Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan psikotropika tidak 
sesuai ketentuan. 
3) Mengimpor, mengekspor psikotropika selain yang ditentukan 
(Siswanto Sunarso 2004:65, 64). 
Sehingga setelah melihat uraian di atas maka tindak pidana 
psikotropika pada dasarnya merupakan kejahatan berbentuk obat-obatan 
yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun organisasi-organisasi dan 
baik itu berupa tindak menggunakan, memiliki, menyimpan dan membawa 
psikotropika maupun memproduksi, dan mengedarkannya. 
Tindak pidana psikotropika menurut undang-undang No.5 Tahun 
1997 adalah :  
Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, 
melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, 
menganjurkan atau mengorganisasikan sesuatu tindak pidana 
psikotropika tertentu dipidana sebagai permufakatan. 
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C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Mr. Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 2008;2) menjelaskan 
hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut : 
“ Isi hukum pidana adalah : 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman pidana 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum 
pidana 
3. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian 
peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan 
pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 
mengadakan hukum pidana. 
 
Mr. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008;2) menjelaskan hukum 
pidana materiil dan fomil sebagai berikut : 
“ Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang 
yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. 
Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil 
diwujudkan sehingga diperoleh keputuan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan keputusan hakim “. 
 
Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi 
diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan 
hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil. 
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Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984;47), arti dari pidana 
itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan 
yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang 
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai 
penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni  
semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan 
yang harus ditegakkan oleh negara. 
Menurut Simons (P.A.F. Lamintang,1984;48), mengatakan bahwa 
pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan satu 
putusan hakim yang telang dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
Begitu pula dengan ALGRANJANSSEN (P.A.F. Lamintang,1984;48), telah 
merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh 
penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan 
suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa 
tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 
seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta 
kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak 
pidana. 
Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, 
bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau 
suatu alat belaka. 
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Sedangkan dalam kamus hukum, pidana adalah hukuman, hal ini 
ada hubungannya dengan Pasal 5 KUHP, yaitu : 
(1). Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 
diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia 
melakukan : 
1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku 
Kedua dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan Pasal 451. 
2. Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan pidana 
dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai 
suatu kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan 
negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan 
pidana. 
(2). Penuntutan perkara sebagaiman dimaksud dalam butir 2 
dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara 
Indonesia sesudah melakukan perintah. 
 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapar dibenarkan secara normal bukan terutama karena si terpidana telah 
terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain 
dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori 
konsekuensialisme. 
Dengan kita mengetahu maksud dari pidana dan pemidanaan serta 
siapa yang berwenang melakukan atau menjatuhkan hukum pidana 
tersebut, maka kita dapat menjelaskan apa tujuan dari pemidanaan 
tersebut. 
2. Jenis – jenis Pidana 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana 
Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu : 
1. Pidana Pokok, yang antara lain : 
(1). Pidana Mati 
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(2). Pidana Penjara 
(3). Kurungan 
(4). Denda 
2. Pidana Tambahan  
(5). Pencabutan Hak-hak tertentu 
(6). Perampasan barang-barang tertentu 
(7). Pengumuman putusan hakim 
 
Pidana jenis tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Adapun penjelasan yang akan 
dipaparkan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Pidana Pokok 
Uraian pidana sebagai berikut : 
1). Pidana Mati 
Didalam negara Indonesia delik yang diancam dengan pidana 
mati semakin banyak. Didalam KUHP sudah menjadi sembilah buah 
Pasal, yaitu : Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat 
(1), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 444, Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.  
Diluar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, seperti 
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) 1959 yang dapat 
memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan 
kekacauan perekonomian dalam masyarakat, Undang-undang 
Narkotika (Undang-undang No.22 Tahun 1997) khususnya pada 
Pasal 80 ayat (1) butir a, Pasal 82 ayat (1) butir a, ayat (2) butir a, 
dan ayat (3) butir a, Undang-undang Psikotropika (Undang-undang 
No.5 Tahun 1997) pada Pasal 59 ayat (2) dan Undang-undang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999) khususnya pada Pasal 2 jika dalam keadaan tertentu. 
Pidana mati tercantum didalam Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, b, 
c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, d, e   Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(HAM). 
Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, 
dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 
pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan 
kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana 
terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka 
(Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14). 
Didalam semua peraturan perundang-undangan yang telah 
disebutkan diatas, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara 
alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada 
umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.  
2). Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya 
kemerdekaan / kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi 
juga berupa pengasingan, misalnya di Indonesia pada zaman 
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kolonial dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak 
istimewa Gubernur Jendral (exorbitante). Pidana penjara bervariasi 
dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur 
hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana 
mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). 
Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas 
tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimim ialah lima 
belas tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu seperti dalam 
Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Undang-
undang No.3 Tahun 1971). 
Oleh karena itulah pula, ada kemungkinan orang yang telah 
dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan 
grasinya akan berbuat semaunya didalam penjara karena mereka 
beranggapan bagaimana juga ia berbuat baik jika mereka tidak akan 
mendapatkan pembebasan.  
Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, 
bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, 
tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti dibawa 
ini : 
a. Hak untuk memilih dan dipilah 
Tentang hal ini, dapat dilihat pada Undang-undang Pemilihan 
Umum di negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar 
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kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral 
dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.  
b. Begitu pula hak memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.  
c. Sering pula diisyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-
perusahaan. Dalam hal ini, telah dipraktekkan pengunduran 
dalam batas-batas tertentu. 
d. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu. Misalnya 
saja izin usaha, izin praktik seperti dokter, advokat, notaris, dan 
lain-lain. 
e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut 
hukum perdata.  
g. Begitu pula hak untuk kawin sementara menjalani pidana penjara, 
itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas 
belaka. 
h. Begitu pula beberapa sipil lainnya.  
Semua yang tersebut dalam pidana tambahan, namun secara 
praktis terbenih (inherent) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang 
kadang-kadang luput dari pemikiran kita. Bahkan, masih banyak hak-
hak kewarhanegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam 
penjara. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seorang narapidana 
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mendapat surat keterangan kelakuan baik sedangkan surat demikian 
merupakan surat penting dalam kehidupan di Indonesia. 
 
3). Pidana Kurungan 
Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006;289), f 
pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu : 
a) Sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut 
kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delic 
dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) 
dan pailit sederhana (Pasal 386 KUHP).  
Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara, contoh yang 
dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut 
kejahatan kesusilaan.  
b) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. 
 
Pada delik dolus  tidak adal pidana kurungan, kecuali dalam 
satu Pasal diatur tentang unsur sengaja dan culpa seperti Pasal 483 
dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel padanannya di Negeri 
Belanda, yaitu artikel 418 dan 41 WvS). Sebaliknya, terdapat pidana 
penjara dalam delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang 
dalam satu Pasal juga terdapat unsur sengaja dan culpa. Contohnya 
ialah Pasal 293 KUHP (Vos menyebut Artikel 248 WvS). Mengapa 
ada pidana penjara pada delik culpa, menurut Vos karena sulit 
menarik garis pemisah antara dolus dan culpa. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya 
pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang 
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ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana 
mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, 
pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang 
ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam 
pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan 
ketempat lain diluar tempat di berdiam pada waktu eksekusi, tanpa 
kemauannya sendiri. Peberdaan lainnya lagi, ialah pekerjaan yang 
dibebankan kepada pidana penjara lebih ringan dibanding pidana 
penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).  
Suatu keputusan khusus untuk orang Indonesia tercantum di 
dalam Pasal 20 KUHP jo. Sbld 1925 No.28, bahwa hakim didalam 
keputusannya boleh menentukan bahwa jaksa boleh mengizinkan 
kepada orang terpidana penjara dan kurungan paling lama satu 
bulan untuk tinggal bebas diluar penjara setelah selesai jam kerja. 
Terpidana harus melaporkan diri di tempat kerja yang ditentukan, dan 
jika dilalaikan, ia akan menjalani pidananya didalam penjara.  
Orang-orang menyebut bahwa pidana penjara itu bertujuan 
untuk menakutkan (afschrikking) bukan untuk perbaikan. Sebenarnya 
pidana kurungan harus diberikan tempat tersendirinya, biasanya di 
rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang yang di 
sandera. Keadaan di Indonesia masih menuju arah pembangunan 
Rumah-rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagaimana yang 
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ditentukan dalam KUHAP. Untuk sementara, rumah penjara yang 
ada masih juga digunakan sebagai rumah negara dimaksud. 
Di Indonesia jarang sekali hakim menjatuhkan pidana 
kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila ada 
keramaian serta datangnya tamu-tamu asing.  
 
4). Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari 
pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pidana 
pengasingan. Pidana penjara terdapat pada setiap masyarakat, 
termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda juga dikenal pada 
zaman Kerajaan Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif 
dan tradisional di Indonesia.  
Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap 
delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh 
karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang 
dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda 
dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda 
ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga 
pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana 
penjara dan juga pidana denda pada delik-delik tertentu terutama 
delik yang menimbulkan kerugian.  
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Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan 
pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang 
yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 
Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada 
negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada 
orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara 
pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak 
dapat membayarnya. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh 
suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda 
tidak dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian 
secara perdata kepada korban. Hal inilah yang banyak disalah 
tafsirkan oleh orang awam, terutama dalam hal pelanggaran lalu 
lintas sering dipikir jika telah membayar ganti kerugian kepada 
korban (kadang-kadang diperantarai oleh oknum kepolisian sendiri), 
tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tidak demikian halnya. 
Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, yang meskipun 
hanya bersifat meringankan yang nantinya akan dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim dalam praktinya. Pada kenyataannya, perkara 
demikian seringkali diselesaikan dengan adanya perdamain para 
pihak  tanpa adanya tindak lanjut ke kejaksaan oleh karena telah ada 
perdamaian sebelumnya tersebut. 
Kadang-kadang denda dijatuhkan dalam perkara administrasi 
dan fiskal, misalnya denda terhadap penyelundupan dan 
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penunggangan pajak. Bahkan, di Indonesia banyak instansi yang 
menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda 
terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan 
(STNK), terlambat mengganti kartu penduduk, mendirikan bangunan 
sebelum izin keluar, dan lain-lain. Denda jenis ini sudah pasti bukan 
jenis pidana denda melainkan hanya merupakan suatu denda 
administratif, meskipun memiliki sifat yang sama.  
Denda administratif ini lebih berat dibandingkan dengan denda 
pidana karena dalam menjatuhkan denda administratif ini, pelanggar 
sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan 
terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan 
dalam KUHP. 
Dalam Undang-undang, tidak ditentukan batas minimum 
khususnya besar denda yang harus dibayar melainkan hanyalah 
ketentuan minimum umum yang semula dua puluh lima sen, 
kemudian diubah dengan Undang-undang No.18 (Prp) Tahun 1960 
(LN 1960 No.52) menjadi lima belas kali lipat. 
Lamanya pidana kurungan pengganti denda, ditentukan 
secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum 
satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). 
Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal 
gabungan (Concursus), residive, dan delik jabatan menurut Pasal 52 
dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP). 
25 
Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa yang 
mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan Grasi tidak menunda 
pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. 
b) Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok / adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah 
dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dan perampasan 
barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya 
dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus. Dengan kata lain, pidana tambahan 
hanyalah bersifat accecories yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-
hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 
250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP. 
Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat 
sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif 
inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam 
kemungkinan mendapat Grasi. 
1). Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak 
meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil 
(perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. 
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Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang 
tegas ditentukan oleh undang-undang dan mencabut beberapa hak 
bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pada Pasal 350 KUHP. 
Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah 
sebagai berukut : 
Pada pidana seumur hidup, lama adalah seumur hidup. Pada 
pidana penjara atau kurungan sementara, lama pencabutan paling 
sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari 
pidana pokoknya.   
Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku 
pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). 
Hak-hak yang dapat dicabut tersebut dalam Pasal 35 KUHP, 
yaitu : 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau memegang  
jabatan tertentu; 
b) Hak memasuki angkatan bersenjata; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasehat (raadment) atau pengurus menurut 
hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali 
pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
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f) Hak menjalankan mata pencaharian. 
Dalam ayat (2) pasal ini, dikatakan bahwa putusan hakim tidak 
berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam 
aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. 
2). Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal 
sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan 
pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud 
mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan. 
Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 
1810  walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. 
Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan 
berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita 
tercantum didalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu, ditentukan 
dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.  
3). Pengumuman Putusan Hakim 
Didalam Pasal 43 KUHAP, ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab 
undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh 
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ialah Pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjukkan Pasal 127 KUHP yaitu, 
dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan 
barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 
206 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, 
yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya 
menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau 
kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjukkan Pasal 359 s/d 
Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang 
mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 
372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), 
Pasal 395 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 405 ayat (2) KUHP, 
yaitu kejahatan curang/ bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP 
(menunjukkan Pasal 392 dan Pasal 405 KUHP, yaitu merugikan yang 
berpiutang atau berhak). 
 
3. Tujuan Pemidanaan 
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 
pendapat-pendapat dan juga pandangan dari para pakar hukum, tetapi 
Van Bemmelen telah berfikir lebih maju, yakni dengan tidak melihat 
pidana itu semata-mata sebagai pidana atau dengan tidak melihat 
pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan beliau 
telah mengaitkan lembaga-lemabaga pidana atau pemidanaan itu antara 
lain dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan lembaga-lembaga 
tersebut.  
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Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:16) 
adalah sebagai berikut :  
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 
preventif) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu 
yangsudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak 
melakukan kejahatan lagi. 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.  
Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan 
tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan 
kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan 
pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul 
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.  
Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi 
tiga sasaran (P.A.F. Lamintang, 1984:23), yaitu : 
a. Memperbaiki pribadi penjahat; 
b. Membuat orang menjadi jera; 
c. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.  
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Dari kerangka pemikiran itu  melahirkan beberapa teori tujuan 
pemidanaan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa teori 
sebagaimana yang dimaksudkan, yakni sebagai berikut : 
a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini didasarkan 
pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti 
memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan 
pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, 
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan 
dengan kata lain hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan 
(revegen). 
Kant menambahkan (P.A.F. Lamintang, 1984;25), bahwa dasar 
pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut 
kategorischen imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan 
hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga 
setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata 
didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan. 
Dari teori tersebut diatas, nampak jelas bahwa pidana merupakan 
suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan 
dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya 
untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik. 
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Adanya beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang 
adanya kehararusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai 
berikut : 
1). Pertimbangan dari sudut ketuhanan 
Pandangan berdasarkan sudut ketuhanan ini dianut oleh Thomas 
van Aquino, Stahl, dan Rambonet, menyatakan bahwa pemerintah 
negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-
kerasnya bagi pelanggar atas keadila ketuhanan itu. Pidana 
merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan ketuhanan dan 
harus dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan 
tersebut. 
2). Pandangan dari sudut etika 
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, dengan menyatakan 
bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu 
pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut 
oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan negara 
mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalan 
rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.  
Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar 
dijatuhkannya hukuman itu tidak lain karena kejahatan itu sendiri. Adapun 
akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut itu bukanlah merupakan 
tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah menekankan pada suasana penjara 
atau penderitaan. 
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b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini tentunya berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikiran 
agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana 
mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau 
membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan 
sikap mental. 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari 
sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
1). Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking); 
2). Bersifat memperbaiki (verbentering/ reclasering); 
3). Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken).  
Terdapat dua macam sifat pencegahan dari teori ini, yaitu : 
1). Pencegahan Umum (general preventie), dan 
2). Pencegahan Khusus (speciale preventie). 
 
33 
c) Teori Gabungan/ Modern (Vereningings Theorien) 
Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. 
Teori mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan 
pemidanaan dan pendidikan. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, Van List (Djoko 
Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut : 
1). Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
2). Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis. 
3). Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah memberantas kejahatan. Pidana 
bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak 
boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan 
dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. 
 
Dari pandangan atau pendapat para pakar hukum, dengan apa 
yang terjadi dalam masyarakat sangat jauh berbeda. Dimana instrumen 
pidana tidak dapat memberikan fungsi prevensi apapun bagi yang 
melakukan tindak pidana atau kejahatan. 
Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusa tentang 
tujuan pemidanaan. Rumusan tujuan pemidanaan baru tampak dan dalam 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 1972 yang 
berbunyi sebagai berikut : 
1). Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 
pengayoman negara dan penduduk. 
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2). Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota 
masyarakat yang berguna. 
3). Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana. 
Dilihat dari konsep diatas, nampak adanya suatu perbedaan tujuan 
antara tujuan pidana dan pemidanaan, bertolak dari suatu pandangan 
filsafat pembinaan atau treatment philosophy. 
Karena adanya pandangan yang berbeda dari konsep diatas, maka 
konsep diatas mendapat perubahan-perubahan yang tercantum dalam 
Rancangan Undang-undang (KUHP) Tahun 1982 / 1983 dalam Pasal 3 
ayat (1) (Djoko Prakoso, 1988:48), menyatakan bahwa tujuan pidana dan 
pemidnaan adalah : 
1). Pidana bertujuan untuk : 
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat. 
b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian 
menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu 
hidup bermasyarakat. 
c) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, 
memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat. 
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia.  
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Rancangan konsep pidana dan pemidanaan tersebut diatas 
nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang dicapai 
dari pidana dan pemidanaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 
P.A.F. Lamintang (1984:23) menyatakan bahwa : 
“ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 
ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : 
1). Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri ; 
2). Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan, dan  
3). Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni 
penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat 
diperbaiki lagi. “ 
 
Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam 
diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama delik ringan. 
Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata 
kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-
penjahat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan 
atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. 
 
D. Dampak Penggunaan Psikotropika 
Berikut akan dipaparkan dampak-dampak penyalahgunaan 
psikotropika (Sonny T. Lisal : 2006,2-3) 
1. Gejala Dini Pengguna psikotropika/ narkotika 
a. Sering terlambat bangun 
b. Panggilan dari sekolah karena anak sering bolos/prestasi 
sekolah menurun secara mencolok 
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c. Kurang taat bahkan melawan orang tua 
d. Pemarah, mudah tersinggung dan pembohong 
e. Banyak keluar rumah sampai larut malam 
f. Suka menyendiri di kamar 
g. Tidak mau makan/ikut kegiatan bersama anggota keluarga 
lainnya 
h. Lebih banyak membutuhkan uang untuk keperluan kurang jelas 
i. kehilangan barang pribadi karena dijual untuk membeli zat 
j. Bau obat/zat kimia dari mulut atau nafas 
k. Kadang-kadang berbicara cadel/pelo, jalan sempoyongan 
2. Sifat utama pengguna psikotropika dan narkotika 
a. Sugesti : keinginan tak tertahankan pada zat yang dimaksud 
b. Toleransi : kecenderungan untuk menambah dosis 
c. Gelisah : ketergantungan secara psikis 
d. Putus zat/sakau : ketergantungan fisik 
3. Adapun gejala putus zat/sakau 
a. Jantung berdebar-debar 
b. Mulut menguap 
c. Air mata berlebihan 
d. Pupil mata melebar 
e. Keringat berlebihan 
f. Mual, muntah, diare 
g. Tekanan darah naik 
h. Demam 
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i. Sukar tidur  
j. Nyeri otot, tulang, kepala sendi 
k. Mudah marah dan agresif 
l. Mimpi buruk 
Dampak-dampak lain penyalahgunaan psikotropika 
a. Komplikasi medik akibat zat sendiri 
Termasuk dalam golongan ini ialah berbagai jenis gangguan 
mental organik seperti intoksiasi, putus zat, gangguan waham 
organik, halusinasi organik dan delirium. 
b. Komplikasi akibat bahan campuran dan pelarut 
Agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, 
penjual heroin atau putauw mencampurinya dengan bahan lain 
seperti sakarin, tawas, tepung atau zat yang tidak steril atau 
seharusnya hanya digunakan per-oral. 
c. Komplikasi akibat alat suntik yang tidak steril 
Disini dapat terjadi komplikasi medik seperti tromboflebitis, 
abses, sellulitis, sepsis dan endokarditis dan dalam kondisi 
pemakai melakukan pinjam-meminjam alat suntik dapat 
menyebabkan penularan penyakit seperti hepatitis atau AIDS. 
d. Komplikasi medik akibat tindakan pertolongan yang salah 
Misalnya pada keadaan intoksikasi berat pasien tidak sadar, 
dan oleh kawan/keluarga penderita diberikan minum yang justru 
dapat menyebabkan terjadinya pneumonia aspirasi 
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e. Komplikasi akibat cara hidup pasien. 
Pasien dengan gangguan penggunaan zat yang berat 
seringkali kurang memperhatikan kebersihan diri dan makanannya. 
Cukup sering dijumpai penyakit kulit dan kelamin, penyakit gigi, 
malnutrisi dan anemia. 
f. Akibat pada kehidupan mental-emosional-sosial. 
Pada penyalahgunaan zat dan ketergantungan yang cukup 
lama sering menimbulkan dampak berupa kemampuan intelektual 
yang menurun, hilangnya motivasi, emosional labil, perilaku 
antisosial yang menyebabkan ketegangan lingkungan, putus 
sekolah atau kehilangan pekerjaan dan berkurangnya perhatian 
pada kehidupan spiritual. 
g. Tak jatang dapat menyebabkan gangguan psikiatrik seperti depresi, 
ansietas, atau gangguan penyesuaian. 
Dari uraian diatas terlihat bahwa dampak dari penyalahgunaan 
psikotropika begitu mengenaskan dan sangat merugikan baik itu diri 
sendiri maupun orang-orang dilingkungannya. Olrh karena itu marilah kita 
bersama-sama menghindarkan diri kita, saudara kita, teman bahkan 
sebisa mungkin negara kita bebas dari penjajahan tanpa senjata tersebut. 
 
E. Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Psikotropika 
Perkembangan kejahatan psikotropika saat ini telah sampai pada 
tahap yang sangat menakutkan damana beribu-ribu korban, tanpa 
memandang umur dan status sosial, berjatuhan akibat kecanduan 
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psikotropika, ironisya yang menjadi korban mayoritas dari kalangan 
remaja dan pemuda termasuk didalamnya mahasiswa dari kalangan yang 
merupakan generasi penerus bangsa. 
Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan 
psikotropika merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat. Oleh 
karena itu, maka perlu adanya penanggulangan psikotropika secara 
maksimal dengan menitik beratkan peran serta masyarakat dan 
pengembangan keberadaan sikap dari aparat hukum secara intensif. 
Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya suatu elemen yang 
mengatur dan menjamin pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan 
psikotropika dimasyarakat khususnya di kalangan pemuda dan 
mahasiswa, dengan pengoptimalisasian pemidanaan terhadap siapapun 
pelaku-pelaku penyalahgunaan psikotropika tersebut. UU Nomor 05 
Tahun 1997 tentang Psikotropika pada bab XIV mengenai ketentuan 
pidana seperti tercantum pada pasal 59 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang 
Psikotropika, tercantum bahwa : 
(1) Barang siapa : 
a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2). Atau 
b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses 
produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6, atau 
c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) 
atau 
d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan, atau 
e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa 
psikotropika golongan I. 
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, 
paling lama 15 (lima belas) tahun pidana denda paling sedikit 
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling 
banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara terorgasir dipidana dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  
(3) Jika tidak pidana dalam pasal  ini dilakukan oleh koprasi, maka 
disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi 
dikenakan pidana pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliyar rupiah). 
 
Kemudian pada pasal 65 UU Nomor 05 tahun 1997 juga memuat 
aturan bahwa : 
Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau 
pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
 
Melihat ancaman hukuman yang ada pada undang-undang 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana mengenai 
kejahatan psikotropika sangatlah berat, tinggal bagaimana aparat 
penegak hukum dapat memaksimalkan undang-undang tersebut agar 
dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sehingga pelaku-pelaku tidak 
akan mengulangi lagi, dan yang belum melakukan tidak akan berniat 
untuk melakukan tindak pidana tersebut. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan Psikotropika  
1. Upaya Preventif dan Represif 
Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas tidak dapat 
dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan 
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keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan 
terhadap kesejahteraan penduduk. Sehubungan dengan keadaan ini, 
penduduk dan pemerintah bereaksi untuk memberantas masalah 
kejahatan. 
Dalam hubungan ini, penulis mencoba memaparkan cara 
penanggulangan kejahatan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan 
secara umum dibagi atas dua upaya yaitu sebagai berikut (Soedjono. 
1983). 
a. Upaya Preventif 
Dalam usaha preventif atau biasa disebut usaha 
pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan yang 
postif untuk mencegah timbulnya kejahatan. Sehingga dapat 
dikatakan tindakan preventif sebagai usaha penanggulangan 
kejahatan yang lebih baik dari pada tindakan represif karena usaha 
preventif tidak akan menimbulkan akibat negative seperti 
penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, 
permusuhan terhadap satu sama lain dan sebagainya. 
Sehubungan dengan pemikiran ini, aka dalam rangka 
mengubah perilaku criminal, kita harus mengubah lingkungan 
dengan mengurangi hal yang mengandung perbuatan criminal yang 
ada dan menambah resiko yang dikandung pada suatu perbuatan 
criminal (tidak merehabilitasi si pelaku criminal) yaitu dengan 
mengawasi prilaku yang menyimpang. 
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Adapun cara preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan 
hari ini dan hari kemudian pada seseorang adalah sebagai berikut :  
1. Mengamankan semua objek kriminalitas dengan sarana seperti 
pemberian pagar, pemberian pengawal/ penjaga pada objek 
kriminalitas, menambah penerangan lampu dan sebagainya. 
2. Perbaikan sistem ekonomi pada masyarakat. 
3. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan 
berdasarkan beberapa perbuatan berdasarkan beberapa 
pertimbangan. Misalnya, penghapusan/penarikan undang-
undang cek kosong yang berdasarkan pada pertimbangan 
menghambat perekonomian. 
4. Penyuluhan penyadaran terhadap mengawasi diri, 
kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, 
melapor pada yang berwajib bila ada dugaan terjadinya suatu 
kriminalitas. 
5. Pembuatan peraturan yang elarang dilakukannya suatu 
kriinalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman. 
6. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang 
memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya. 
7. Penimbulan kesan akan adanya pengawasan pada kriminalitas 
yang akan dilakukan dan objek. 
8. Patroli polisi untuk pencegahan 
9. Pengikut sertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas 
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b. Upaya Represif 
Yang dimaksud dengan tindakan repsesif adalah segala 
tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah 
terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan  diatas, 
bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dapat dipandang 
sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan 
represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan 
seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua juga 
merupakan bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus 
dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. 
Yang dimaksudkan dengan kegiatan disini termasuk pula tidak 
melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyidikan atas 
perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penuntutan terhadap 
perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana. Ini semua 
adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakkan 
hokum dengan berprinsip dalam penanggulangan kejahatan harus 
sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. 
Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan 
dengan metode perlakuan dan penghukuman. Berikut uraiannya :  
a. Perlakuan 
Perlakuan dititikberatkan pada usaha agar pelaku kejahatan 
dapat menyadari kesalahannya dan kembali bergaul dengan baik 
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didalam masyarakat. Contoh perlakuan yaitu polisi yang melakukan 
patrol dan menangkap para wanita susila, anak jalanan, pengemis, 
dan sebagainya, dengan tujuan agar orang-orang tersebut tidak 
lagi mengganggu ketertiban dan ketentraman. 
Sehingga tujuan pokok perlakuan ini adalah upaya 
pencegahan atau  penyandaran terhadap pelaku kejahatan agar 
tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk dan tidak lagi melakukan 
pelanggaran hokum yang merugikan masyarakat dan pemerintah. 
b. Penghukuman 
Setelah upaya perlakuan dilakukan dan hasilnya belum 
efektif maka akan dilanjutkan dengan upaya penghukuman yang 
sesuai dengan perundang-undangan. 
Upaya ini dilakukan setelah pelaku tindak pidana dijatuhi 
vonis oleh pengadilan. Tindakan dilakukan dengan memasukkan 
pelaku tindak pidana ke lembaga permasyarakatan. Disana mereka 
akan dibina serta diberikan keterampilan agar kelak keluar menjadi 
orang yang berguna dan berintergrasi kembali dengan masyrakat, 
sehingga mereka akan menyongsong kehidupan yang lebih baik 




 Gangguan penggunaan psikotropika seringkali memberi akibat 
yang sangat luas. Tidak saja menimbulkan gangguan kesehatan fisik 
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aupun psikis tetapi juga member dampak sosial bagi dirinya sendiri, 
lingkungan keluarga, maupun masyarakat pada umunya maka pelaku-
pelaku kejahatan psikotropika dapat pula diberikan upaya rehabilitas 
dengan tujuan memberikan pengobatan dan perawatan terhadap mental 
dan spiritualnya agar menghilangkan keinginannya mengkomsumsi 
psikotropika lagi. 
Hal ini senada dengan yang terdapat pada UU Nomor 05 tahun 
1997 Pasal 37 ayat (1) sebagai berikut : 
(1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma 
ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan 
dan/atau perawatan 
(2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi 
 
Adapun jenis-jenis rehabilitasi adalah (Sonny T. Lisa : 2006,4,5) :  
a. Rehabilitasi Fisik/Mental 
Setelah periode awal, penderitaan memerlukan suatu 
periode rehabilitasi fisik, mental dan emosional. Ada kalanya 
penderita dating dalam keadaan sedang intoksikasi atau putus zat. 
Untuk penderita yang demikian langsung mengikuti rehabilitasi 
mental emosional tidak jarang obat-obatan diperlukan untuk 
mengobati gangguan jiwa yang mendasari penyalahgunaan zat 
atau yang terdapat bersamaan dengan gangguan penyalahgunaan 
zat seperti anti-ansietas, anti-depresi atau anti siktik, Latihan 
jasmani juga diperlukan, menurut penelitian, sesudah jogging kadar 
endorphin dalam badan meningkat. 
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b. Rehabilitasi Sosial 
Meliputi segala usaha yang bertujuan memupuk, 
membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung 
jawab sosial bagi keluarganya dan masyarakat 
c. Rehabilitasi Edukasional 
Bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan 
pengetahuan dan mengusahakan agar pasien dapat mengikuti 
pendidikan lagi bila mungkin, memberikan bimbingan dalam 
memilih sekolah yang sesuai dengan bakat dan intelegensinya. 
d. Rehabilitasi Kehidupan Beragama 
Bertujuan untuk membangkitkan kesadaran pasien akan 
kedudukan manusia di tengah-tengah makhluk ciptaan Tuhan, 
menyadarkan akan kelemahan yang dimiliki manusia, arti agama, 
membangkitkan optimisma akan sifat Tuhan yang maha Bijaksana, 








Dalam penulisan skripsi ini penulisan melakuakan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data,fakta, dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu system tulisan ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Kab. Kolaka, 
yaitu tepatnya di Pengadilan negeri Kab. Konawe, Kejaksaan Negeri Kab. 
Kolaka dan Lembaga permasyarakatan Kelas IA Kendari penulis memilih 
lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitiandengan 
pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan 
diteliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh baik melalui penelitian lapangan, yang digolongkan ke dalam 2 
jenis data, yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian. Data didapatkan setelah melakukan wawancara 
langsung dengan informan yang ada di Kab. Kolaka 
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2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku 
laporan dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut :  
1. Studi pustaka (library Research) 
Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan 
sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-
buku, media massa, dan media cetak lainnya yang berhubungan 
dengan pembahasan tulisan ini. 
2. Studi Lapangan (Fild Research) 
Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
yang berupa hasil wawancara dengan instansi-instansi dari 
informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. 
 
D . Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder dianalisis 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Kasus tindak pidana psikotropika merupakan salah satu tindak 
pidana yang harus diwaspadai karena masalah tersebut sudah pada 
tahap memprihatikan, Hampir setiap hari di berbagai media memberitakan 
kasus tindak pidana psikotropika dan lebih memiriskan lagi jika pelakunya 
itu adalah generasi muda yang merupakan ujung tombak masa depan 
Negara. 
Berdasarkan hal tersebut.Kasus ini merupakan masalah sosial 
yang perlu penanggulangan secara preventif dan represif. Namun harus 
disadari bahwa tindak pidana psikotropika tidak mungkin untuk diberantas 
sama sekali, khususnya padamasa sekarang ini. Hal tersebut dikenakan 
pengaruh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi teristimewanya 
di Kota-kota besar termasuk juga di kota Kendari terutama di Kabupaten 
Kolaka. 
Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan 
memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui 
penegakan hukum (law enforcement). Melalui instrument hukum 
diupayakan perilaku yang merlanggar hukum ditanggulangi secara 
preventif maupun represif. Adapun instrumen hukum yang difungsikan 
dalam kasus tindak pidana psikotropika adalah Undang-undang No. 5 
tahun 1997 tentangtindak pidana psikotropika dan KUHP. 
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Berikut pemaparan penulis mengenai hasil penelitian yang 
dilakukan selama 1 (satu) bulan mengenai Optimalisasi Pemidanaan 
dalam tindak pidana psikotropika di Kabupaten Kolaka. 
A. Penerapan Pemidanaan Terhadap Perlaku Tindak Pidana 
Psikotropika di Kabupaten Kolaka. 
Penyalahgunaan psikotropika atau disebut juga tindak pidana 
psikotropika telah berada pada tahap yang memprihatinkan, terbukti 
dengan maraknya pemberitaan di media-media mengenai kejahatan 
tersebut, berbagai cara dilakukan baik itu oleh pemerintah dan penegak 
hukum maupun oleh lembaga lembaga independen seperti Gerakan 
Nasional Anti Narkoba (Granat) dan lembaga swadaya masyarakat 
lainnya dengan program-program pencegahan dari tingkat penyuluhan 
hukum sampai kepada program pengurangan pasukan psikotropika terasa 
kurang mampu mencegah secara signifikan terhadap peredaran maupun 
penggunaannya di kalangan luas. 
Penggunanya pun bukan lagi oleh kalangan tertentu akan tetapi 
telah masuk ke berbagai kalangan termasuk kalangan-kalangan yang 
sudah dianggap terdidik termasuk pemuda dan mahasiswa 
dimanadikalangan pemuda sudah diidentikkan dengan trend dan 
pergaualan. Kenyataan tersebut sangat memperihatinkan karena pemuda 
sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang bangsa 
dan Negara agar sernakin kokoh, kuat dan mandiri sehingga dapat 
mewujudkan tujuan nasional yang diharapkan semua masyarakat. 
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Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan 
psikotropika maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 05 
Tahun 1997 tentang psikotropika, dimana dalam undang-undang ini 
mengatur mengenai aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana 
psikotropika. 
Berikut ini pemaparan penulis yang merupakan hasii penelitian di 
Pengadilan Negeri Kolaka dan Kejaksaan negeri Kolaka dan Rumah 
Tahanan Kis II B Kolaka penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana psikotropika di Kabupaten Kolaka. 
Untuk lebih jelaskan di bawah ini terlebih dahulu penulis 
kemukakan tabel pelaku Tindak Pidana psikotropika yang ada di 
Kabupaten Kolaka. 
Tabel 1 
Jumlah Kasus Tindak Pidana Psikotropika 
Di Kabupaten Kolaka 
 




2010 1 10 % 
2011 2 20% 
2012 5 50 % 
Jumlah 10 100 % 
Sumber data sekunder diolah 
 
Dari tabel 1 di atas dapat dilihat kecenderungan pelaku tindak 
pidana psikotropika dalam kurun lima tahun terakhir. Terhitung sejak tahun 
2009 sampai tahun 2012 menunjukkan angka yang tidak tetap, yakni pada 
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tahun 2009 Jumlah kasus tindak pidana psikotropika yang ada di 
pengadilan Negeri Kolaka sebanyak 2 kasus (20 %), kemudian pada 
tahun 2009 terhadap kasus yang serupa mengalami penurunan sebanyak 
1 kasus (10 %) namun pada tahun 2010 kasus tersebut mengalami 
penurunan yaitu 2 kasus (20 %), akan tetapi pada tahun 2011 Agustus 
Tahun 2008 tersebut meningkat menjadi 2 Kasus ( 20%). 
Dari tabel satu di atas dapat pula dilihat bahwa terjadi 
kecenderungan peningkatan Jumlah pelaku tindak pidana psikotropika, 
dimana peningkatan ini telah sampai pada tahap yang sangat 
memprihatinkan misalnya untuk tahun 2009 sebanyak 2 kasus dari jika 
dirata-ratakan dalam setahun maka 365/175 kasus, maka rata-rata dalam 
setiap dua hari terjadi tindak pidana psikotropika, dan untuk 
mengantisipasi keadaan ini maka dliperlukannya penerapan pemidanaan 
dalam upaya meminimalisasi tindak pidana psikotropika tersebut. 
Penerapan pemidanaan tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu 
sendiri J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk 
pembebasan dan makna pernbebasan menghendaki agar si pelaku bukan 
saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan 
harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, dlimana pelaku terbelenggu. 
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang penulis lakukan, 
penerapan pemidanaan ini juga, tidak lepas dari beberapa unsur-unsur 




Undang-undang sebagai kerangka acuan terhadap sanksi apa 
saja yang akan diberlakukan jika tindak pidana psikotropika ini terjadi dan 
sanksi tersebut dapat dikatakan efektif jika teraktualisasi dalam bentuk 
ketaatan. 
Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai 
acuan pemidanaan dalam tindak pidana psikotropika memuat secara 
lengkap mengenai ketentuan umum, sanksi pidananya dan rehabilitasi 
terhadap penggunanya. 
Adapun sanksi pidana yang ada pada pasal 59 UU No. 5 Tahun 
1997 mernuat bahwa : 
(1) Barangsiapa 
a. Menggunakn, psikotropika golonga I selain dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2), atau 
b. Memproduksidan menggunakan dalam proses produksi 
psikotropika Igolongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 
atau 
c. Mengedarkar i psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) atau 
d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, atau 
e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika 
golongan I. 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, 
paling lama 15 (lima betas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 
750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah). 
54 
(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan leh korporasi, maka 
disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan 
pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah). 
 
Tabel 2 
Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika 
Di Kota Kolaka Periode Agustus 2012 
No No Perkara 
Nara Terdakwa 
Tuntutan Putusan  Pasal 
1 136/B Arfan Alias Arfan 2 Tahun / 6 bin 1 Tahun denda 
Rp. 500 000 
UU No. 5-97 
2 137/ B 1krnal Camani 
2 Tahun 
1 Tahun denda 
Rp1.000,000 
kurunqan 3 bin 
UU No. 5-97 
UU No. 5-97 
3 1461 B Djaenal, SE 3 Tahun 2 Tahun 6 bulan UU No. 5-97 
4 1741 B Suryamin Sarusi 2 Tahun 1 Tahun 6 bulan UU No. 5-97 
5 182/ B Selba Selpia 2 Tahun 2 bulan 15 hari UU No. 5-97 
6 1851 B Altin bin Lewe 1 Tahun 6 bin 3 bulan 15 hari UU No. 5-97 
7 197/ B Muh. Agin 1 Tahun 3 bulan 15 hari UU No. 5-97 
8 1157/13 Adri 3 Tahun 1 Tahun 15 hari UU No. 5-97 
9 172113 Alwi Nurdin 2 Tahun 6 Bin 1 Tahun -- UU No. 5-97 
10 191/B Ridwan Satri 3 Tahun 1 Tahun 6 Bulan UO No. 5-97 
Sumber data sekunder diolah 
 
Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari 11 (sebelas) terdakwa 
kasus tindak pidana psikotropika periode 2009 sampai dengan 2012 tidak 
ada satu pun yang diputus oleh hakim yang sesuai dengan sanksi pidana 
yang tercantum pada UU. 5 1997 ini maka hukuman minimal bagi pelaku 
tindak pidana psikotropika adalah 4 (empat) tahun. Maka dari 7 terpidana 
tak satupun yang dituntut 4 (empat) tahun penjara hanya Djaunal, SE 
yang dituntunt 3 tahun akan tetapi putusan hakim 2 (dua) tahun 6 (enam 
bulan). 
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Tuntutan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika tidak hanya 
berpedoman pada alasan penjeraan dari penghukuman semata akan 
tetapi tetap memprihatinkan aspek-aspek lainnya seperti berapa banyak 
barang bukti, jenis keterlibatannya apakah hanya sebagai pengguna atau 
pengedar dan tetap berpedoman pada aspek tujuan pemidanaan sebagai 
bimbingan dan pengayoman. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak 
pidana psikotropika utamanya terhadap pengguna sebaiknya lebih 
mengedepankan terhadap penyembuhan dan rehabilitasi berbedar 
terhadap pengedar, mutlak untuk dihukum seberatberatnya agar menjadi 
jera tidak akan berfikir lagi untuk dapat terputus. 
2. Penegak Hukum 
Penegak hukum sebagai pilar terhadap pemberantasan tindak 
pidan psikotropika mutlak memiliki sensitifitas terhadap permasalahan 
yang dihadapinya dalam arti kata bahwa penegak hukum mutlak 
menguasai dan mendalami materi-materi hukum yang ada, sehingga 
dapat berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berfikir para aparat 
penegak penegak hukum dalam menetapkan kebijakan pidana (criminal 
policy), juga aparat penegak hukum juga diwajibkan untuk 
mengaktualisasikan, secara nyata, aturan-autran hukum untuk 
kepentingan tujuan penegakan hukum. 
Polisi, Jaksa, Hakim merupakan aparat penegak hukum yang 
dituntut untuk lebih professional terhadap pemaksimalan pemberantasan 
tindak pidana psikotropika tersebut dimana polisi dituntut untuk dapat 
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melakukan penyelidikan dan penyidikan secara maksimal demikian juga 
jaksa dihadapkan oleh keharusan untuk lebih memaksimalkan fungsi 
penuntutnya dalam permasalahan psikotropika ini, dan hakim sebagai 
pemegang putusar diwajibkan untuk lebih tegas arif dan bijaksana 
terhadap setiap putusan-putusan pidana psikotropika ini sehingga tujuan 
dari pemidanaan ini lebih tercapai secara maksimal. 
3. Peranan Serta Masyarakat 
Peran serta, masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk 
mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika, dimana kewajiban masyarakat untuk melaporkan terhadap 
setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan, psikotropika yang diperleh 
secara tidak sah kepada aparat penegak hukum.Disamping kewajiban itu, 
masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan 
perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.Namun demikian, hak 
dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas khususnya dalam 
menindak para pelaku kejahatan tersebut. 
Peranan masyarakat tidak hanya terbatas pada melaporkan 
tindakan penyimpangan psikotropika, tapi juga berbentuk aktifitas-aktifitas 
sosial seperti pembentukan kelembagaan masyarakat yang melakukan 
kegiatan penyuluhan penyuluhan dan pengontrolan secara aktif terhadap 
penyalahgunaan psikotropika sehingga masyarakat itu sendiri paham dan 
sadar akan bahaya keganasan psikotropika khususnya dan narkotika 
pada umumnya sehingga masyarakat tersebut dapat melakukan tindakan-
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tindakan preventif dilingkungannya atau bahkan sejak dirumah, sehingga 
masyarakat tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan preventif 
dilingkungannya atau bahkan sejak dirumah, sehingga potensi 
kemungkinan terjadinya tindak pidana psikotropika sejak dari rumah dapat 
diminimalisir. 
Terhadap ketiga elemen diatas juga penulis menemukan bahwa 
antara satu unsur dengan unsur yang lainnya sating berkaitan berikut 
penulis paparkan dalam bentuk diagram hubungan antara Undang--
Undang tindak Pidana psikotropika. 
Gambar 1 
Hubungan antara Undang-Undang Penegak Hukum dan Masyarakat 
























Undang-undang sebagai panduan utama dalam penegakan dan 
pemberantasan tidak Pidana psikotropika ditunjang oleh dua elemen 
paling yang pertama adalah peran penegak hukum dan yang kedua yaitu 
peran serta secara aktif oleh masyarakat, dimana peran penegak hukum 
memiliki fungsi represif dan preventif, Fungsi represif yaitu bagaimana 
aparat memfungsikan secara tegas, arif dan bijaksana terhadap undang-
undang yang ada sehingga dapat menghasilkan efektifitas hukum yang 
maksimal terhadap pemberantasan tindak pidana psikotropika, fungsi 
kedua yaitu sebagai fungsi preventif dimana aparat penegak hukum juga 
diwajibkan untuk lebih aktif untuk mengoptimalkan upaya-upaya 
pencegahan balk secara langsung dimasyarakat seperti penyuluhan-
penyuluhan tentang bahaya dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
psikotropika maupun tidak langsung seperti melalui kampanye dan 
pamphlet di media masaa. Dan yang ketiga tak kalah pentingnya 
Yaitu bagaimana adanya perlindungan terhadap saksi-saksi yang 
turut serta memberikan kesaksian terhadap saksi-saksi yang turut serta 
memberikan kesaksian terhadap setiap tindak pidana psikotropika 
sehingga saksi tersebut mendapatkan rasa aman dan tidak mendapatkan 
tekanan-tekanan dari pihak–pihak yang melakukan tindak pidana 
psikotropika tersebut. 
Kemudian yang kedua adalah undang-undang juga mengatur 
tentang bagaimana peran aktif dari masyarakat yaitu dengan 
mengoptimalkan fungsi masyarakat sebagai sumber informasi untuk 
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melaporkan keaparat penegak hukum seluruh kejadian yang mengarah 
pada tindak pidana psikotropika atau minimal melakukan tindakan 
pencegahan dikeluarga maupun dengan cara pendidikan dan 
penyampaian informasi tentang bahaya dari psikotropika kepada 
keluarganya masing. 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika di 
Kab. Kolaka 
1. Faktor Intern 
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang 
melakukan tinak kejahatan seperti halnya penyalahgunaan psikotropika 
antara lain : keinginan yang talk terkendali, moral, tingkah laku, ingin 
dipuji, mudah frustasi serta karakter pelaku itu sendiri. 
Dari beberapa faktor tersebut secara intern maka faktor individu 
seperti keinginan yang tidak terkendali, moral dan tingkah laku serta 
karakter pelaku itu sendiri yang paling dominant. 
Namun perlu disadari bahwa dalam melihat suatu permasalahan 
pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus operandinya terjadinya 
kejahatan melainka secara rasional dan ilmiah harus dilihat dari faktor-
faktor penyebab sehingga timbulnya suatu kejahatan. Hal ini guna untuk 
mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi 
yang terbaik dalam mengantisipasi serta menyelesaikan sesuatu 
kejahatan dimasyarakat. 
Dalam kondisi seperti ini tentu yang pertama-tama dilihat adalah 
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kondisi pribadi pelaku kejahatan, dimana Secara internal dapat 
mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat.Secara internal 
yang dimaksud adalah faktor psikologi pelaku atau mental yang sehat dan 
tidak sehat yang ada pada diri pelaku. 
Hal senada diatas bahwa jika seseorang mentalhya sehat, praktis 
ia selalu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebaliknya 
jika mental yang tidak sehat ia akan lebih mudah melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ditengah-tengah 
masyarakat. Pada prinsipnya untuk menentukan sehat tidak mentalnya 
faktor pendidikan. 
2. Faktor Eksternal 
Secara umum kejahatan adalah suatu gejala sosial yang 
senantiasa dihadapi oleh semua masyarakat di dunia ini.Berbagai macam 
upaya dan usaha manusia itu untuk menghapus segala jenis kejahatan 
yang ada tidak mungkin tuntas sekaligus.Hal ini terutama disebabkan oleh 
karena tidak semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi bahkan 
ada dapat berwujud sebagai pertentangan yang sifatnya prinsipil. 
Kondisi eksternal ini akan sangat berpengaruh terhadap diri 
seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang inkonstitusional yang 
dapat merugikan hak-hak orang lain akan sebab musabab yang sangat 
heterogen. Munculnya berbagai sebab musabab yang timbul secara 
eksternal oleh karma tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat dalam 
era yang semakin modern ini. Dimana sekarang ini muncul pergeseran 
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nilai-nilai yang ada, dalam masyarakat serta melahirkan rasa individual 
yang sangat berpengaruh dan hilangnya rasa kebersamaan, kesatuan, 
dan rasa kekeluargaan. 
Oleh karena itu menyimak secara sistematis diatas, maka sebab 
eksternal yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan 
psikotropika secara eksternal apa yang terjadi di kota Kolaka saat ini 
dapat disimak dari faktor-faktor berikut ini 
1. Faktor Lingkungan 
Penyalahgunaan psikotropika pada dasarnya bukan merupakan 
suatu kejahatan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan suatu 
rangkaian beberapa faktor yang saling berlangsung secara terstrukutur. 
Faktor penyebab yang mendasarkan bersumber pada situasi dan kondisi 
kehidupan masyarakat, hal ini nampak pada gejala perubahan atau 
norma-norma yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan 
masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran sistem nilai yang masuk 
dari luar yang dapat memicu timbuinya berbagai konflik. 
Dalam suatu lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan 
konflik keluarga yang berkepanjangan dan bermuara pada perbuatan 
manusia yang negatif. 
Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat itu, terkadang 
ketidakmampuan untuk bersaing di lingkungan sekitarnya atau karena 
lingkungan pergaulannya yang sangat mendukung untuk melakukan hal-
hal yang negafif dalam hal ini selalu terdorong untuk melakukan 
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penyalahgunaan psikotropika dimana biasanya kejahatan seperti ini 
dilakukan secara terorganisir berkelompok. 
2. Faktor Teknologi, Informasi dan Komunikasi 
Masyarakat yang berkembang sampai pada tingkat dewasa ini.  
kemudian dalam segala aspek kefiidupan didorong secara ekstra ketat 
oleh sistem informasi dan komunikasi beserta permasalahannya 
diberbagai terakhir kemajuan perkembangan sosial budaya telah 
mencapai titik yang menakjubkan. 
Namun kemajuan luar biasa ini berdampak dalam dua belahan 
yang tidak sama yaitu ada yang positif dan memberi kesejahteraan hidup 
manusia dan belahan ini yang membawa manusia kedalam hidup 
sengsara dan maut. Belahan atau sisi kedua yang membawa sengsara 
sebenarnya juga hasil teknologi canggih medis dan farmatalogis yaitu 
psikotropika (tanpa zat ini dunia kedokteran akan lumpuh). 
Namun hasiI teknologi yang canggih ini karena sifat dan 
karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan 
kemudian dijadikan oleh komoditas bisnis haram yang monopolis dan 
memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para pengedar 
gelapnya. Sementara itu si pemakai yang pasti kecanduan dan hidup 
dalam ketergantungan pada gilirannya akan mati karena merana setelah 
harta dan miliknya habis. Mulai produsen, pengedar dan pemakai (korban) 
adalah salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat. 
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C. Pencapaian Tujuan Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana 
Psikotropoka Di Kabupaten Kolaka 
Optimalisasi pemidanaan daiam kasus tindak pidana psikotropika 
dapat ditinjau dari aspek pencapaian tujuan pemidanaan. Adapun tujuan 
pemidanaan yang berdasarkan teori pemidanaan sebagai berikut : 
1. Teori Absolut 
Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus 
menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal 
yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan agar pelaku 
menerima pembalasan yang setimpal akan perbuatannya. Indikasi dari 
tercapainya tujuan pemidanaan menurut teori ini apabila pelaku tidak lagi 
melakukan tindak pidana tersebut. 
2. Teori Tujuan 
Terbagi atas dua bagian yaitu 
1. Teori pencegahan umum yaitu membuat jera semua warga 
masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan dan ancaman 
hukuman itu  harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan 
kejahatan. 
2. Teori Pencegahan Khusus yaitu membuat penjahat menjadi jera 
untuk melakukan kejahatan dan memperhatikan pribadi dari 
penjahatnya., 
3. Teori Gabungan 
Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah gabungan dari teori 
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pembalasan dan teori tujuan Pada teori ini ada yang menitikberatkan 
pembalasan dan ada pula yang, ingin agar unsur pembalasan dan 
prevensi seimbang. 
Berdasarkan teori-teori pemidanaan diatas maka penulis 
menekankan penelitian pada dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu 
aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. 
Berikut hasil penelitian penulis tentang pencapaian tujuan 
pemidanaan dalam kasus tindak pidanan psikotropika : 
1. Tujuan pemidanaan dilihat dari aspek perlindungan masyarakat 
Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi 
tujuan mencegah, mengurangi dan mengadilkan tindak pidana 
danmemulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain:menghilangkan/ 
menguraikan tindak pidana, mendatangkan rasa aman, memperbaiki 
kerugian kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai 
yang hidup didalam masyarakat). Dilihat dari aspek perlindungan 
masyarakat maka suatu pemindanaan telah optimal apabila pidana dapat  
mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya 
terletak pada efek pemidanaan dapat mencegah warga pada umumnya 
tidak melakukan kejahatan khususnya tindak pidana psikotropika. 
Adapun ukuran berhasilnya pencegahan pada warga untuk tidak 
melakukan tindak pidana psikotropika dengan cara melihat indikator dari 
frekuensi tindak tindak pidana psikotropika tersebut. Jika tindak pidana 
psikotropika meningkat maka pemidanaan gagal, sedangkan jika tidak 
65 
psikotropika meningkat berhasil. Adapun indikator dari frekuensi tindak 
pidana psikotropika dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pada tahun 2009 
sebanyak 2 kasus (.20 %), kehidupan pada tahun 2010 terhadap kasus 
yang serupa mengalami penurunan sebanyak 1 kasus ( 10 %) namun 
pada tahun 2011 kasus tersebut mengalami peningkatan yaitu 2 kasus (20 
% ), akan tetapi pada tahun 2012 kasus tindak pidana psikotropika terns 
meningkat dan mengalami peningkatan untuk tahun 2012 sebanyak 5 
kasus (50 %). 
Berdasarkan diatas maka tujuan dari pemidanaan belum dapat 
tercapai karena dari tahun ketahuan kasus ini mengalami peningkatan 
terutama pada tahun 2012 dengan 5 kasus. Walaupun pemah terjadi 
penurunan yang tidak signfikasi di tahun 2010 dengan 1 kasus tetapi 
peningkatan terjadi lagi pada tahun 2011 menjadi 2 kasus. 
Hal ini berarti pemidanaan belum dapat mencegah dan membuat 
berkurangnya tindak pidana psikotropika.Tetapi hal ini dapat dimaklumi 
karena pengaruh eksternal maupun internal 5 yang negatif pada 
masyarakat. 
2. Tujuan pemidanaan dilihat dari aspek perbaikan si pelaku. 
Yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi 
berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan 
kembali si pelaku dan melindunginya dari pelakuan sewenang-wenang di 
luar hukum. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku. Maka penulis meneliti 
pada aspek pencegahan khusus dari pidana.Ukuran optimalnya terletak 
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pada masalah seberapa jauh pemidanaan dalam kasus tindak pidana 
psikotropika mempunyai pengaruh terhadap terpidana .Ada dua aspek 
pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan 
aspek perbaikan.Berikut hasil penelitian penulis di Rumah Tahanan Kelas 
11 B kolaka mengenai pencapaian pemidanaan dalam aspek perbaikan 
pelaku tindak pidana psikotropika. 
a. Aspek pertama atau aspek pencegahan awal. 
Aspek ini berhubungan dengan adanya kesadaran pelaku tindak 
pidana psikotropika yang telah menjalani pidana untuk tidak berbuat lagi. 
Berdasarkan hal  tersebut penulis mengukur aspek ini dengan 
menggunakan indikator residivis untuk melihat apakah si pelanggar tidak 
dipidana lagi dalamsuatu periode tertentu. Berdasarkan penelitian penulis 
di Rumah Tahanan Negeri Kolaka Kab.Kolaka 10 terpidana psikotropika 
Dari 10 terpidana tersebut penulis menemukan residivis sebanyak 3 
orang.Pengan jumlah 3 orang tersebut maka berkesimpulan tujuan 
pemidanaan pada aspek pencegahan awal tidak bejalan efektif karena 
tetap ada pengulangan kejahatan atau residivis. 
b. Aspek kedua yaitu aspek perbaikan 
Aspek ini berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari 
terpidana yaitu seberapa jauh pemidanaan sebagai upaya represif dapat 
mengubah sikap terpidana. 
Dari penelitian penulis barupa wawancara terhadap ketujuh 
terpidana tindak pidana psikotropika menunjukkan kesembilan belas napi 
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tersebut sudah jeraakan perbuatannya karena adanya perubahan sikap 
bagi terpidana. Dimana perubahan sikapnya tampak dari pengakuannya 
bahwa mereka sudah tidak lagi menggunakan psikotropika dan mereka 
sudah mulai melakukan salat lima waktu dan tidak pernah salat apalagi 
mengkaji. 
Hal ini didukung oleh pertanyaan Kepala bagian Pembinaan 
Bapakpada wawancara penulis pada tanggal 25 September 2009 bahwa 
seluruh napi tersebut menunjukkan prilaku yang balk karenamereka tidak 
pernah melakukan pelanggaran selama di penjara dan menjalani proses 
pembinaan dengan baik. 
Adapun jenis pembinaan yang di berikan pada napi tindak pidana 
Pembinaan di lapas terdiri dart dua jenis yaitu 
1. Pembinaan Kepribadian, Terdiri dari : 
a. Pendidikan yaitu mengajarkan baca tulis kepada napi yang buta 
aksara. Selain itu adanya paket B bagi Narapidana yang belum 
tamat SMP. 
b. Olahraga yaitu senam kesegaran jasmani bagi napi setiap hari 
jumat. 
c. Kunjungan keluarga yaitu memberikan kesempatan kepada napi 
untuk dapat bertemu dengan keluarga. Kunjungan diberikan setiap 
hari rabu, sabtu dan minggu. 
d. Pembinaan rohani yaitu memberikan ceramah keagamaan kepada 
napi 3 kali seminggu. Untuk napi muslim kegiataannya berupa 
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ceramah agama dan mengkaji. Untuk napi Kristen kegiatannya 
berupa kebaktian, dan ceramah agama. 
2. Pembina kemandirian berupa bimbingan kerja bagi terpidana agar 
napi mempunyai keterampilan setelah napi bebas dart penjara. 
Adapun kegiatannya berupa: pertanian, petemakan, pertukangan, 
keterampilan menjahit dan anyaman-anyaman. Proses pembinaan 






















Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Penerapan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika di 
Kabupaten kolaka adalah 
a. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Kolaka 
rnenggunakan UU No. 5 Tahun 1997, dimana dalam Undang-
Undang tersebut menitikberatkan pada bagaimana setiap elemen 
mulai dari penegak hukum sampai masyarakat itu sendiri untuk 
lebih berperan serta dan bertanggung jawab terhadap 
pemberantasan tindak pidana psikotropika. 
b. Terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Kota Kolaka 
walaupun sudah menggunakan UU No, 5 Tahun 1997 yang sudah 
memiliki aturan-aturan mengenai batasan pengenaan hukuman 
terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, akan tetapi para 
penegak hukum, Polisi, Jaksa, Utamanya Hakim tetap memiliki 
pertimbangan-pertimbangan mengenai hukuman yang akan 
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, dimana 
aparat penegak hukum masih membeirkan anacaman, tuntutan 
dan hukuman lebih rendah dari yang tercantum pada UU No. 5 
Tahun terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna. 
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2. Adapun pencapaian tujuan pemidanaan dalam tindak pidana 
psikotropika adalah sebagai berikut 
a. Tujuan pemidanaan pada aspek perlinclungan masyarakat yaitu 
membuat jera semua masyarakat untuk tidak melakukan 
kejahatan belum tercapai karena pemidanaan belum membuat 
berkuraghya tindak pidana psikotropika. Hal ini terlihat dari tetap 
tedadinya peningkata kasus tindak pidana psikotropika dari tahun 
2006 sampai tahun 2009. 
b. Tujuan pemidanaan pada aspek perbaikan pelaku antara lain 
melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku 
kejahatan belum sepenuhnya tercapai. Adapun pengaruh 
pemidanaan dalm aspek perbaikan pelaku terdiri dari dua aspek 
yaitu : 
a. Aspek pencegahan awal yaitu aspek yang berhubungan 
dengan kesadaran pelaku tidak pidana psikotropika yang telah 
menjalani pidana untuk tidak berbuat lagi. Berdasarkan hal 
tersebut, penulis meneliti dengan inclikator residivis. Tujuan 
pemidanaan pada aspek pencegahan awal tidak berjalan 
efektif karena berclasarkan data pada Rutan Kelas IIB Unaaha, 
penulis menemukan pergaulan kejahatan atauresidifis pada 
kasus pemerkosaan anak. 
b. Aspek perbaikan adalah aspek yang membuat jera pelaku 
tindaki pidana psikotropika den memperbaiki pribadi 
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pelakunya. Tujuan pemidanaan pada aspek ini telah tercapai. 
Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan terpid~na yang 
menunjukkan jeranya narapidana tersebut den adanya 
perubahan sikap yang balk oleh napi tersebut. Hal tersebut 
didukung oleh persetujuan sipir Lapas atas perny~taan 
Narapidana tersebut. Disamping itu dengan pembinaan yang 
dilakukan di Lapas telah mampu memperbaiki pribadi p6njahat. 
c. Belum nampaknya pembinaan dalam bentuk rehabilitasi yang 
bersifat khusus terhadap narapidana psikotropika dimana 
narapidana psikotropika hanya diberikan rehabilitasi seadanya 
den berkesan hampir same dengan narapidana tindakpidana 
lainnya dimana sebaiknya terhadap pelaku tindak' pidana 
psikotropika memerlukan penanganan den rehabilitasi yang 
spesifik, agar jika bebas nantinya tidak melakukan tindak 
pidana psikotropika lagi. 
 
B. Saran 
1. Hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal UU Nomor 05 
Tahun 1997 tentang psikotropika alam menangani dan memutuskan 
kasus Tindak Pidana penyalahgunakan psikotropika. 
2. Hendaknya pemerasan lebih memaksimalkan fungsi dari Bahan 
Narkotika Negara dalam Proses Pemidanaan sampai proses 
rehabilitasi terhadap tindak pidana psikotropika. 
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3. Memaksimalkan rehabilitasi balk pada Lembaga Permasyarakatan 
maupun diluar lembaga permasyarakatan terhadap narapidana 
psikotropika khususnya dan masyarakat pada umumnya aar setelah 
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